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Abstrak 
 
Sudarto, S331508011, 2015, Mekanisme Perampasan Aset Menggunakan 
Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian 
Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. 
Tesis  :  Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi 
juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 
secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan 
yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa dengan cara 
memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Perampasan aset hasil tindak 
pidana korupsi di Indonesia dengan mekanisme yang ada belum dapat berhasil 
dengan maksimal, oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar pengembalian 
kerugian negara dapat tercapai secara maksimal. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah apakah mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau 
Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) dapat diterapkan sebagai upaya 
pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perampasan aset 
tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) apakah 
dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan di Indonesia sebagai upaya 
pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan 
menggunakan bahan primer yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan pandangan para 
ahli. Teknik pengumpulan bahwan hukum melalui studi kepustakaan atai library 
research, dengan teknik analisis deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset 
dengan Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) yang didalamnya 
menerapkan teori pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi sejak 
tahap pemeriksaan awal dalam sistem peradilan pidana (tahap penyidikan), sudah 
diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, dan 
telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 
Mekanisme NCB telah digunakan dan berhasil dalam upaya melakukan 
perampasan aset hasil tindak pidana di berbagai negara seperti Amerika, Australia 
dan Filipina, sehingga peneliti menyarankan agar NCB dapat diterapkan dalam 
Sistem Peradilan di Indonesia sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan 
negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.  
 
Kata Kunci   :  Perampasan Aset, NCB, Korupsi. 
 
 
 
Abstrack 
 
Sudarto, S331508011, 2015, Asset Seizure Mechanism Using Non-Conviction 
Based Asset forfeiture as an Effort to Return State Loss Due to Corruption. 
Thesis : Post-Graduate Program of Law, Sebelas Mart University Surakarta. 
 
Corruption is not only detrimental to the state finances, but also a 
violation of the rights of the social and economic society at large, so that 
corruption needs to be classified as a crime that needs to be done eradicated 
exceptional by maximizing the return losses to the state. Confiscation of assets 
resulting from corruption in Indonesia with existing mechanisms can not succeed 
with the maximum, therefore, necessary to find a solution to the indemnification of 
the state can be achieved optimally. The issues raised in this study is whether the 
mechanism of deprivation of assets without punishment or Non-Conviction Based 
Asset forfeiture (NCB) can be applied as an effort to re-state financial losses due 
to corruption. 
This study aims to determine the mechanism of expropriation of assets 
without punishment or Non-Conviction Based Asset forfeiture (NCB) whether it 
can be applied in the Justice System in Indonesia as an effort to return the state 
financial losses due to corruption. 
This research uses normative research using primary materials that are 
authoritative in the form of legislation, secondary law material in the form of 
books, law journals and the views of experts. Bahwan collection technique atai 
law through library research library research, with deductive analysis techniques. 
The results showed that the mechanism of expropriation of assets with the Non-
Conviction Based Asset forfeiture (NCB), which also apply the theory of proof 
against the perpetrators of corruption since the preliminary investigation in the 
criminal justice system (the investigation stage), it is set in the United Nations 
Convention against Corruption ( UNCAC) in 2003, and has been ratified by the 
Government of the Republic of Indonesia by Act No. 7 of 2006 on ratification of 
the United Nations Convention against Corruption, 2003. NCB mechanism has 
been used with success in efforts to make the proceeds of crime confiscation of 
assets in countries such as America, Australia and the Philippines, so the 
researchers suggested that the NCB can be applied in the Justice System in 
Indonesia as an effort to restore the country's financial losses caused by 
corruption. 
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